INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : 
a. bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dilindungi hak-haknya dan dibina sejak dini sehingga dapat tumbuh kembang menjadi anak yang maju, mandiri, sehat jasmani dan sejahtera;
b. bahwa salah satu perlindungan yang harus dilakukan yaitu terhadap pekerja anak; 
c. bahwa agar perlindungan terhadap pekerja anak terarah dan seragam perlu memberikan petunjuk yang ditetapkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Mengingat : 
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037); 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah dirubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6l Tahun 1998;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor 29 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak ;
10. Instruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan ;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor PMD Propinsi Dati I dan Kantor PMD Kabupaten/Kotamadya Dati II;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.
Memperhatikan: 
Deklarasi Dunia mengenai Kelangsungan Hidup,Perlindungan dan Pengembangan Anak (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RepublikIndonesia.
MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada 
: 1. 
Gubernur KDH. Tingkat I se Indonesia. 



2. 
Bupati/Walikotamadya KDH. Tingkat II se Indonesia.
Untuk 
:

PERTAMA
:
Melakukan upaya penanggulangan terhadap pekerja anak secara berkelanjutan dengan berpedoman pada petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.
KEDUA 
:
Mengkoordinasikan penanggulangan pekerja anak sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dengan Instansi terkait.
KETIGA 
: 
Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.
KEEMPAT :
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal, 26 Januari 1999
MENTERI DALAM NEGERI
ttd.
SYARWAN HAMD

Tembusan :
1. Yth. Bapak Presiden RI, sebagai laporan;
2. Yth. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Yth. Bapak Menko Kesra dan Taskin;
4. Yth. Sdr. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera BKKBN;
5. Yth. Sdr. Deputi Bidang Ekonomi BAPPENAS;
6. Yth. Sdr. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BAPPENAS;
7. Yth. Sdr. Deputi Bidang Regional dan Daerah BAPPENAS;
8. Yth. Sdr. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal di lingkungan Depdagri;
9. Yth. Sdr. Direktur Jenderal Binawas, Depnaker;
10. Yth. Sdr. Direktur Jenderal Binkesos, Depsos;
11. Yth. Sdr. Direktur Jenderal Diklusepora, Depdikbud;
12. Yth. Sdr. Direktur ILO Jakarta;
13. Yth. Ibu Ketua Umum Tim Penggerak PKK;
14. Yth. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I seluruh Indonesia;
15. 15. Yth. Sdr. Kepala Kantor PMD Propinsi Dati I seluruh lndonesia;
16. Yth. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II seluruh Indonesia;
17. Yth. Sdr. Kepala Kantor PMD Kabupaten/Kotamadya Dati II seluruh Indonesia. 
Lamnpiran Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 
: 3 Tahun 1999 

Tanggal : 26 Januari 1999
PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK
A.
UMUM 
1. 1.Sebagai tindak lanjut Konvensi Hak Anak pada Deklarasi Dunia mengenai Kelangsungan Hidup, Perlindungan dan Pengembangan Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia maka perlu segera dilakukan langkah-langkah operasional.
2. Disadari bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dibina secara berkelanjutan dan dilindungi sehingga akan tumbuh menjadi generasi penerus yang maju, mandiri, sehat jasmani dan sejahtera. Pembinaan terhadap anak sebagai generasi penerus bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja tetapi menjadi tanggung jawab seluruhmasyarakat Indonesia yang peduli terhadap generasi penerus bangsa.
3. Dalam rangka Penanggulangan Pekerja Anak diperlukan partisipasi masyarakat yang peduli terhadap pekerja anak baik di pedesaan maupun di perkotaan. Sehubungan dengan itu, perlu memberikan petuniuk pelaksanaan Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) sehingga terdapat satu persepsi yang sama antara pusat dan daerah dalam rangka penanggulangan pekerja anak.
B. PENGERTIAN
1. Pekerja Anak selanjutnya disingkat PA adalah anak yang berusia dibawah 15 tahun yang sudah melakukan pekerjaan berat dan berbahaya,baik yang tidak bersekolah maupun yang bersekolah.
2. Pekerjaan berat dan berbahaya bagi PA adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pekerja anak yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik maupun non fisik. 
3. Tumbuh kembang anak adalah tumbuh dalam arti bertambah ukuran dan massa yaitu tinggi, berat badan, tulang dan panca indra tumbuh sesuai dengan usia, dan berkembang dalam arti bertambah dalam kematangan fungsi tubuh yaitu pendengaran, penglihatan, kecerdasan dan tanggung jawab.
4. Penanggulangan Pekerja Anak selalanjutnya disingkat PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus atau mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia dibawah 15 tahun agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya yang dilakukan.
5. Pengaruh buruk pekerja berat dan berbahaya bagi pekerja anak adalah dampak negatif yang disebabkan pekerjaan yang dilakukan anak dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, danintelektual.
6. Motivator adalah orang yang bertugas memotivasi sasaran program PPA, baik pendamping/tokoh masyarakat maupun aparat pemerintah.
7. Pendamping adalah tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di desa dan kelurahan yang telah mendapat pelatihan program PPA.
C. 
TUJUAN

1.
Melarang, mengurangi dan menghapus pekerja anak yang hidup diperdesaan dan perkotaan.
2.
Membina melindungi dan mengembangkan ekonomi orang tua pekerja anak.
3.
Membina generasi penerus bangsa yang handal, maju, mandiri, sehat jasmani, rohani dan sejahtera.
4. 
Merubah sikap orang tua untuk tidak mempekerjakan atau menyuruh anak menjadi pekerja anak yang masih dalam proses tumbuh kembang yaitu anak yang berumur dibawah 15 tahun.
5. 
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya bagi pekerja anak, serta pentingnya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
D.
SASARAN
1. Pekerja anak di perkotaan dan di perdesaan yang melakukan pekerjaan berat dan berbahaya, baik yang tidak bersekolah maupun yang bersekolah.
2. Orangtua yang mempekerjakan anak berusia dibawah 15 tahun
3. Majikan yang mempekerjakan anak berusia dibawah 15 tahun
4. Tokoh-tokoh masyarakat yang dapat dijadikan motivator pendamping dalam penanggulangan pekerja anak.
5. Tokoh masyarakat dan tokoh agarna yang bukan motivator.
E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Penanggulangan Pekerja Anak merupakan tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.
Tugas dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sebagai berikut:
1. 
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa
a.
Menerbitkan Petunjuk Teknis sebagai dasar operasional PPA didaerah.
b. 
Mengkoordinasikan pelaksanaan progam PPA dengan instansi terkait di tingkat Pusat.
2. 
Gubernur KDH Tingkat I.
a.
Menjabarkan Petunjuk Teknis dari Pusat sesuai dengan situasi dan kondisi daerah yang dipersiapkan oleh Kakan PMD Propinsi Dati I.
b. 
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan program PPA dengan instansi terkait di daerah.
c.
Melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan Program PPA.
3. 
Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II
a.
Menjabarkan Petunjuk Teknis dari Gubernur KDH Tingkat I sesuai dengan situasi dan kondisi daerah yang dipersiapkan oleh Kakan PMD Kabupaten/Kotamadya Dati II 

b. 
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan program PPA dengan instansi terkait di daerah.
c.
Melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pelak-sanaanprogram PPA.
4.
Camat.
a. 
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan program PPA dengan instansi terkait di wilayahnya.
b.
Melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan program PPA.
5.
Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
a.
Mengkoordinasikan semua peran masyarakat dalam pelaksanaan program PPA melalui wadah LKMD.
b.
Melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap masyarakat tentang program PPA.
6. 
Masyarakat Desa/Kelurahan
a. 
Memberikan dorongan kepada anak untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat dan berbahaya.
b.
Berpartisipasi dalam pelaksanaan program PPA.
F. 
LANGKAH-LANGKAH PPAU
Untuk memperoleh hasil guna dan daya guna dalam pelaksanaan PPA perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
1.
Menyiapkan kader motivator di tingkat Desa/Kelurahan melalui pelatihan
2. Membentuk wadah bagi para motivator untuk melakukan kegiatan yang berada di bawah LKMD dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
3. 
Membentuk Tim/Pokja PPA pada semua tingkatan pemerintahan didaerah untuk membantu Pemda dalam pelaksanaan PPA.
4. Menyiapkan fasilitator di daerahnya guna melatih para motivator ditingkat Desa/Kelurahan.
G.
PELAPORAN

Pelaksanaan PPA dilaporkan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Walikotamadya Dati II. Selanjutnya Propinsi Dati I melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri up. Dirjen PMD tentang hasil yang dicapai, hambatan dan permasalahan yang terjadi.Laporan tersebut akan dijadikan bahan kajian untuk menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut.
H. 
PENGAWASAN

Pengawasan terhadap penanggulangan pekerja anak dilakukan oleh :
1. Instansi fungsional di tingkat Pusat sesuai bidang tugasnya.
2. Gubernur KDH. Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II;
3. Masyarakat yang peduli terhadap pekerja anak.
I. 
PENUTUP
Demikian Petunjuk Pelaksanaan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
MENTERI DALAM NEGERI
ttd.
SYARWAN HAMID
